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I. UMUM

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar
kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi
dan kawasan hutan lindung dengan mempertimbangkan batasan
luas, jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang
mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, termasuk
diantaranya adalah kegiatan pertanian tertentu dalam rangka
ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Persyaratan terhadap hapusnya persetujuan prinsip penggunaan
kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan perlu diubah
dengan pertimbangan untuk memberi kepastian hukum dalam
melakukan kegiatan bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata
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Ruang Wilayah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang.

Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau
Kabupaten/Kota terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan yang belum mengacu pada perubahan peruntukan dan fungsi
kawasan hutan hasil penelitian terpadu sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004. Perubahan peruntukan tersebut mengakibatkan perbedaan
peruntukan ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan
peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Perbedaan peruntukan ruang tersebut di atas mengakibatkan
perbedaan acuan dalam penggunaan ruang sehingga menimbulkan
ketidakpastian penggunaan ruang. Perbedaan acuan dalam
penggunaan ruang tersebut harus diselesaikan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah
yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang, wajib menyesuaikan melalui kegiatan
penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan
dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian
pemanfaatan ruang.

Sehingga semua kegiatan usaha pertambangan yang izinnya
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan
fungsi hutan produksi, pemegang izin wajib mengajukan permohonan
izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
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